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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan strategi politik ekonomi Islam serta relevansinya
dalam menghadapi tantangan globalisasi, krisis ekonomi, dan mewujudkan pembangunan nasional yang
berkeadilan. Politik ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja unik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip
syariah dengan kebijakan ekonomi dan politik. Berdasarkan tinjauan literatur dari berbagai sumber, studi
ini mengidentifikasi bahwa politik ekonomi Islam berperan sentral dalam pengendalian inflasi, mewujudkan
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, merespons dampak globalisasi, dan mengatasi krisis, seperti yang
diakibatkan oleh pandemi. Konsep ini juga menjadi landasan bagi kebijakan hukum ekonomi syariah dan
peran negara kesejahteraan. Implikasi dari studi ini menekankan perlunya implementasi strategi politik
ekonomi Islam yang holistik di Indonesia untuk mencapai al-falah dan mewujudkan keadilan sosial.

Kata Kunci: Politik Ekonomi Islam, Globalisasi, Pembangunan Nasional

PENDAHULUAN

Dinamika global kontemporer ditandai dengan interaksi kompleks antara politik dan
ekonomi yang secara kolektif membentuk sistem politik ekonomi global. Di tengah arus perubahan
yang cepat ini, isu-isu fundamental seperti krisis ekonomi yang dipicu oleh peristiwa global,
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misalnya Pandemi Covid-19 (Kusno, 2020), laju percepatan globalisasi yang membawa dampak
pada cara berpikir dan ideologi (Estuningtyas, 2018; Purba et al., 2023), serta tantangan yang
berkelanjutan dalam pembangunan nasional (Faizal, 2013; Mubyarto, 1999) menuntut adanya
kerangka kebijakan yang tidak hanya adaptif tetapi juga berlandaskan nilai-nilai yang kuat.

Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar dan
memiliki sektor keuangan syariah yang berkembang pesat, pendekatan Politik Ekonomi Islam
(PEI) muncul sebagai lensa analisis dan kerangka kebijakan yang semakin relevan. PEI secara
mendasar berbeda dari sistem ekonomi konvensional karena ia berupaya mengintegrasikan prinsip-
prinsip syariah dengan kebijakan publik, baik di sektor ekonomi maupun politik, demi mencapai
al-falah dan keadilan sosial (Sudiarti, 2016; Fauzi, 2022).

Kajian literatur menunjukkan bahwa peran PEI sangat luas dan sentral. Ia tidak hanya
menyentuh aspek makroekonomi seperti pengendalian inflasi (Siregar, 2014) dan upaya mencapai
keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (Juliana et al., 2018), tetapi juga
menjadi landasan filosofis bagi pembentukan hukum dan regulasi, seperti UU Perbankan Syariah
(Wibisono, 2011; Hasnita, 2012). Bahkan, konsep PEI telah dikaitkan dengan upaya
penanggulangan kemiskinan (Aprianto, 2018) dan menjadi pilar penting dalam diskursus Negara
Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia (Jamil, 2021). Dengan kompleksitas tantangan yang
dihadapi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai strategi dan
relevansi Politik Ekonomi Islam dalam merespons dinamika globalisasi, krisis ekonomi, serta
upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (kajian
pustaka). Tujuan utama dari metodologi ini adalah menganalisis, mensintesis, dan menginterpretasi
berbagai konsep, strategi, dan temuan yang terkandung dalam literatur ilmiah mengenai Politik
Ekonomi Islam (PEI) dan hubungannya dengan isu-isu kontemporer.

Jenis dan Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 30 artikel
jurnal ilmiah (termasuk jurnal Human Falah, Amwaluna, dan lainnya) yang telah terpublikasi.
Sumber-sumber ini mencakup diskusi mendalam mengenai:

1. Strategi dan Konsep dasar Politik Ekonomi Islam (Sudiarti, 2016; Fauzi, 2022).

2. Kaitan PEI dengan isu-isu makro seperti inflasi, pertumbuhan, dan pemerataan (Siregar, 2014;
Juliana et al., 2018).

3. Respons PEI terhadap tantangan global (Ulhaq, 2020; Maghfur, 2016) dan krisis (Kusno, 2020).
4. Aspek legal dan kebijakan hukum PEI di Indonesia (Hasnita, 2012; Badruzaman, 2019).
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Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik Pengumpulan Data (Dokumentasi): Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi,

yaitu dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan merekam poin-poin penting (termasuk
definisi, argumen, dan temuan) dari setiap referensi yang relevan dengan tema Politik Ekonomi
Islam.

Teknik Analisis Data (Analisis Konten Sintesis)

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis konten sintesis (synthetic content

analysis), yang meliputi langkah-langkah berikut:

1.

Reduksi Data: Mengidentifikasi dan memilah fokus utama setiap artikel (misalnya, artikel
tentang globalisasi, krisis, atau hukum).

Kategorisasi dan Kodifikasi: Mengelompokkan temuan dan argumen dari berbagai referensi ke
dalam tema-tema spesifik (misalnya, tema "PEI dan Globalisasi" atau "PEI dan Keadilan
Sosial").

. Sintesis dan Interpretasi: Menghubungkan (mengintegrasikan) temuan dari berbagai penulis

untuk membangun argumen baru dan kerangka kerja yang koheren mengenai peran PEIL
Misalnya, menyatukan pandangan mengenai PEI dalam konteks krisis (Kusno, 2020) dengan
strategi dasarnya (Sudiarti, 2016).

Penarikan Kesimpulan: Merumuskan kesimpulan umum dan implikasi kebijakan berdasarkan
hasil sintesis literatur yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.

Konsep Inti dan Strategi Politik Ekonomi Islam untuk Keadilan

Politik Ekonomi Islam (PEI) secara esensial dipahami bukan hanya sebagai sistem
ekonomi, melainkan sebagai ideologi kebijakan holistik yang bertujuan mencapai al-falah, yaitu
kesejahteraan dunia dan akhirat, dengan landasan keadilan distributif (Sudiarti, 2016; Fauzi,
2022; Mubyarto, 1999). Strategi inti PEI berpusat pada dua pilar utama: stabilitas dan
pemerataan. Dalam aspek stabilitas, PEI menekankan perlunya pengendalian inflasi yang ketat
melalui kebijakan moneter yang menghindari praktik riba dan spekulasi berlebihan,
sebagaimana dibahas secara spesifik oleh Siregar (2014), demi menjaga nilai tukar dan harga
yang adil. Sementara itu, dalam aspek pemerataan, PEI menolak trickle-down effect yang tidak
adil dan secara proaktif menuntut kebijakan yang mendorong distribusi kekayaan dan
kesempatan yang seimbang di masyarakat (Juliana et al., 2018). Keadilan ini meluas hingga
penanganan kemiskinan, di mana Aprianto (2018) memandang kemiskinan sebagai kegagalan
sistemik yang harus diatasi dengan instrumen sosial dan kebijakan Islam yang terintegrasi, yang
pada akhirnya mendukung peran aktif negara dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare
state) (Jamil, 2021).
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PEI secara tegas menolak model pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan
tanpa disertai pemerataan. Juliana et al. (2018) menekankan perlunya pertumbuhan yang
inklusif, di mana kekayaan didistribusikan secara adil dan tidak hanya berputar di antara
segelintir elit. Konsep ini selaras dengan ide demokrasi ekonomi Indonesia yang diberi substansi
etis oleh Hermanto (2018), menjauhkan sistem dari praktik liberalisme ekstrem. Dalam konteks
sosial, PEI memandang kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga kegagalan
politik sistem yang harus diatasi dengan solusi berbasis moralitas dan instrumen sosial Islam
(Aprianto, 2018). Solusi ini pada akhirnya mendukung terciptanya Negara Kesejahteraan
(Welfare State) yang aktif dalam menjamin hak-hak dasar warganya, sebuah konsep yang
dianalisis secara mendalam oleh Jamil (2021).

PEI menunjukkan elastisitas dan relevansi yang tinggi dalam merespons tantangan
eksternal yang kompleks, mulai dari interaksi antarnegara hingga krisis global yang tak terduga.

Globalisasi membawa dampak multidimensi, termasuk perubahan fundamental pada
ideologi dan struktur ekonomi nasional (Estuningtyas, 2018). PEI berfungsi sebagai filter dan
pedoman strategis. Dalam menghadapi integrasi regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA), Maghfur (2016) menggarisbawahi perlunya strategi politik ekonomi Islam untuk
memastikan pasar terbuka tetap menjunjung keadilan. Selain itu, kajian juga meluas ke
tantangan teknologi, di mana Ozkan et al. (2018) menganalisis dampak Revolusi Industri
Keempat (Industry 4.0) dari perspektif PEI. Diskursus tentang Politik Ekonomi Islam Era
Globalisasi (Ulhaq, 2020) menguatkan bahwa prinsip-prinsip syariah memberikan kerangka etis
untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai moral.

2. Adaptasi PEI terhadap Dinamika Globalisasi dan Krisis Kontemporer

Politik Ekonomi Islam (PEI) menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam merespons
dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari perubahan geopolitik, mobilitas kapital
internasional, hingga tekanan kompetisi global. Globalisasi yang membawa dampak pada
ideologi, struktur ekonomi, dan pola konsumsi (Estuningtyas, 2018; Purba et al., 2023)
diposisikan oleh PEI sebagai tantangan sekaligus peluang. Sebagai kerangka etika, PEI
berfungsi sebagai filter normatif yang memastikan bahwa keterlibatan dalam ekonomi global
tidak mengikis nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial. Dalam konteks integrasi
ekonomi regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), PEI menekankan pentingnya
proteksi moral ekonomi domestik dan distribusi manfaat yang adil, sebagaimana dianalisis oleh
Maghfur (2016) yang menegaskan perlunya negara memperkuat daya saing tanpa kehilangan
orientasi kemaslahatan.

Selain globalisasi, perubahan teknologi turut membentuk tantangan kontemporer yang
memerlukan adaptasi strategis. Revolusi Industri Keempat menghadirkan otomasi, artificial
intelligence, dan digitalisasi sistem ekonomi yang menggeser struktur kerja dan pola produksi
global. Literatur, seperti Ozkan et al. (2018) dan Ulhaq (2020), menunjukkan bahwa PEI
mampu memberikan pedoman dalam mengelola transformasi digital melalui prinsip keadilan,
transparansi, dan larangan eksploitasi. Teknologi dalam perspektif PEI tidak sekadar instrumen
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efisiensi, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan kemaslahatan publik, memperkuat sektor
riil, dan menghindari praktik ekonomi yang bersifat spekulatif. Dengan demikian, adaptasi
teknologi berbasis syariah berfungsi menjaga relevansi ekonomi Islam dalam era digital
sekaligus memastikan perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor etis.

Di tengah krisis global yang tak terduga, seperti pandemi Covid-19, PEI terbukti menjadi
kerangka mitigasi yang efektif melalui penekanan pada nilai solidaritas sosial, distribusi risiko,
dan ta'awun (Kusno, 2020). Prinsip-prinsip ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat
resiliensi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dalam konteks pembangunan
nasional, PEI berperan sebagai fondasi untuk membangun struktur ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan (Faizal, 2013). Konsep ini juga memperkaya pendekatan pembangunan berbasis
kewirausahaan, sebagaimana ditunjukkan oleh Ramadhan (2012) yang menyoroti pentingnya
etos kerja dan etika bisnis Islam bagi generasi muda. Selain itu, analisis historis Kholis (2011)
pada era Reformasi menunjukkan bahwa PEI memiliki konsistensi dalam memandu kebijakan
ekonomi agar tetap berorientasi pada pemerataan dan keadilan. Dengan demikian, adaptasi PEI
terhadap globalisasi, teknologi, dan krisis kontemporer menegaskan kedudukannya sebagai
kerangka kebijakan multidimensi yang relevan dan solutif bagi Indonesia.

3. PEI sebagai Kerangka Kebijakan dan Sosial Multidimensi

Politik Ekonomi Islam (PEI) memiliki cakupan pengaruh yang jauh melampaui ranah
ekonomi konvensional, menjadikannya kerangka multidisipliner yang mampu merekayasa
kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Kajian Rahman (2021) menunjukkan bahwa
PEI bekerja tidak hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga sebagai paradigma transformasi sosial
yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam konteks pembangunan
nasional, PEl menawarkan pendekatan etis yang bersinergi dengan nilai-nilai keagamaan dan
prinsip demokrasi ekonomi Indonesia, menjadikannya relevan diterapkan dalam berbagai sektor
strategis. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PEI bukan sekadar wacana normatif, tetapi
juga instrumen praktis yang dapat mempengaruhi arah kebijakan publik secara luas dan
bertahap.

Pada aspek hukum dan institusional, PEI menjadi fondasi utama dalam pembentukan
politik hukum ekonomi syariah di Indonesia (Hasnita, 2012; Badruzaman, 2019). Kerangka ini
telah menghasilkan kebijakan nyata seperti regulasi perbankan syariah, penguatan tata kelola
keuangan halal, dan penyusunan perangkat hukum yang berorientasi pada prinsip keadilan
distributif (Wibisono, 2011). Kontribusi PEl juga tercermin dalam penyempurnaan konsep
demokrasi ekonomi Indonesia, di mana Hermanto (2018) menegaskan bahwa nilai-nilai syariah
memberikan dimensi moralitas yang memperkuat tata kelola ekonomi nasional. Dengan
demikian, PEI berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus operasional dalam memandu
institusi hukum agar selaras dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dimensi sosial dari PEI tampak dalam penerapannya pada berbagai analisis kebijakan
berbasis P-E-S-T (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi). Dalam ranah pendidikan, PEI menjadi
kerangka interpretatif untuk mengevaluasi kualitas institusi dan tata kelola pendidikan nasional
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(Muchtar et al., 2024). Dalam ranah budaya, nilai-nilai PEI terbukti mampu digunakan untuk
membaca dinamika tradisi lokal seperti Reyog Ponorogo yang dipengaruhi aspek politik,
ekonomi, dan spiritual masyarakat (Maulana et al., 2024). Tidak hanya itu, transformasi digital
yang masif juga dianalisis melalui perspektif PEI untuk memahami perubahan kesadaran politik
dan ekonomi masyarakat (Sukomardojo et al., 2023), sehingga menunjukkan elastisitas PEI
dalam merespons isu kontemporer. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa PEI adalah
kerangka yang dinamis, holistik, dan multidimensi yang dapat memberikan panduan strategis
bagi pembangunan Indonesia yang inklusif, stabil, dan berkeadilan di tengah tantangan global
yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Politik Ekonomi Islam (PEI) merupakan kerangka kebijakan komprehensif yang mampu
menjawab berbagai tantangan kontemporer, mulai dari globalisasi, krisis ekonomi, hingga
ketimpangan pembangunan nasional. Prinsip-prinsip dasar PEI yang berlandaskan nilai keadilan,
keseimbangan, kemaslahatan, serta integrasi antara dimensi spiritual dan sosial, menjadikannya
relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Melalui penekanan pada stabilitas
ekonomi, pengendalian inflasi, pemerataan distribusi kekayaan, serta pelarangan praktik ekonomi
yang eksploitatif, PEl menawarkan alternatif model pembangunan yang lebih humanis dan inklusif.
Selain itu, kemampuan PEI dalam merespons perubahan teknologi dan tantangan geopolitik
menunjukkan fleksibilitasnya sebagai paradigma yang mampu beradaptasi dengan perkembangan
zaman tanpa kehilangan fondasi nilai syariah.

Di Indonesia, PEI memainkan peran strategis dalam membentuk arah kebijakan hukum dan
institusi ekonomi berbasis syariah, mulai dari regulasi perbankan syariah, tata kelola keuangan
halal, hingga demokrasi ekonomi yang berorientasi pada keadilan distributif. PEI juga berfungsi
sebagai kerangka multidimensi yang dapat digunakan untuk membaca fenomena sosial, budaya,
politik, dan pendidikan dalam konteks pembangunan nasional. Dengan cakupan yang luas tersebut,
PEI bukan hanya menawarkan solusi teknis untuk permasalahan ekonomi, tetapi juga menyediakan
pedoman moral bagi negara dalam menciptakan sistem pembangunan yang berkelanjutan, inklusif,
dan berkeadilan. Dengan demikian, implementasi PEI secara holistik menjadi kebutuhan penting
bagi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menghadapi kompleksitas
tantangan global ke depan.
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